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Dyah Iswari, E0012127. 2016. ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH 
KONSTITUSI  SEBAGAI LEMBAGA YUDIKATIF DALAM PUTUSAN YANG 
BERSIFAT POSITIVE LEGISLATURE (STUDI TERHADAP PUTUSAN 
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009).Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Penulisan hukum ini mengupas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam 
mengeluarkan putusan yang bersifat positive legislature. Salah satu putusan Mahkamah 
Konstitusi yang bersifat positive legislature adalah Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 
tentang pengujian Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan yang dibahas ialah 
Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi yang bersifat positive legislature. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 
102/PUU-VII/2009 adalah putusan lembaga yudikatif yang bersifat positive legislature. Jenis 
penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yang bersifat preskriptif Pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan undang-undang, perbandingan dan kasus. Teknik pengumpulan 
bahan hukum yang digunakan adalah kajian pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah 
logika deduktif. Kewenangan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 
merupakan salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi seiring berjalannya waktu mengalami 
perkembangan, yakni putusannya bersifat positive legislature, yang mana seharusnya sifat 
positive legislature merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang. 
Permasalahan ini akan dielaborasi lebih lanjut oleh Penulis untuk memperoleh pembuktian 
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan positive legislature. 
 
























Dyah Iswari, E0012127. 2016. THE ANALYSIS ON THE AUTHORITY OF THE 
CONSTITUTIONAL COURT AS A JUDICIAL BODY IN ITS POSITIVE 
LEGISLATURE’S DECISIONS (STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION 
No. 102 / PUU-VII / 2009). Law Faculty Universitas Sebelas Maret. 
 
This legal writing explores the authority of the Constitutional Court on delivering its decision 
that is, as reffered as a positive legislature. One of the Constitutional Court’s positive 
legislature decision is Decision No. 102 / PUU-VII / 2009 on judicial review of Article 28 
and Article 111 paragraph (1) of Law Number 42 Year 2008 regarding General Election of 
President and Vice President. The problems that will be discussed are: How does the 
authority of the Constitutional Court in making a positive legislature decision. Does the 
constitutional court decision number 102 / PUU-VII / 2009 belong  to decision of the 
judiciary body which is positive Legislature. This research is a doctrinal legal research, 
which is prescriptive. The approaches used in this research are the approach of legislation, 
comparison approach and case approach. The technique of collecting the legal materials 
used is a literature study. The analysis technique used is the deductive logic. The authority of 
judicial review of the Constitution is one of the Constitutional Court's authority as an 
executor of judicial power. Constitutional Court’s decisions as time passes have progressed, 
the decisions of which reffered as a positive legislature, however it should have been the 
lawmakers ruling the positive legislature. This problem will be further elaborated by the 
author to obtain proofs on the authority of the Constitutional Court issues a decision as 
reffered as a positive legislature. 
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